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PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik dan untuk melaksanakan program serta kegiatan Pemerintah Daerah
diperlukan pemenuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan
Pemerintah Daerah; bahwa pemenuhan sumber daya manusia selain dari Aparatur
Sipil Negara dapat ditunjang dengan penyediaan sumber daya manusia dalam
bentuk penyedia jasa lainnya perorangan; bahwa untuk memberikan arah,
landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pengelolaan
penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya
Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.



CATATAN

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelola Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Penggunaan
Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo,
yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis penyedia
jasa lainnya perorangan, pengelolaan (usulan kebutuhan dan persyaratan
kualifikasi administrasi), perikatan (jangka waktu dan surat perintah kerja),
pemutusan hubungan kerja, hak, kewajiban, dan larangan beserta sanksinya,
penilaian kinerja, monitoring dan evaluasi, sistem informasi, ketentuan peralihan,
dan ketentuan penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2025.

Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 15 Desember 2025 dalam Berita
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 78.
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